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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIANTO, SE
Jabatan : INSPEKTUR
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : SETYO SUKARNO
Jabatan : Bupati Wonogiri
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target Kkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

__Wonagiri, 05 Januari 2026




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 -+
1 |Meningkatkan kualitas pengawasan intern 1. |Level Maturitas Sistem 3 Level
dalam mewujudkan penyelenggaraan Pengendalian Intern
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Pemerintah (SPIP)
transparan
2 |Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam 2. |Level Kapabilitas APIP 3 Level
penyelenggaraan pemerintahan
3. Indeks Efektivitas 3,05
Pengendalian Korupsi Indeks
(IEPK)
3 |Meningkatnya kinerja Inspektorat 4. |IKM Inspektorat 86,32
Indeks
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 38.119.750|APBD
2 {PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 34.051.920{APBD
3 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 33.412.832|APBD
4 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 51.621.920|APBD
5 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 20.910.000{APBD
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 61.691.780| APBD
7 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 19.459 488 | APBD
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
8 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.233.206.616 | APBD
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TOTAL 7.492.474.306
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PERJANITAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,
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SKPD
TAHUN ANGGARAN

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

: INSPEKTORAT

: 2026

Sasaran Program dan Sasaran

barang milik daerah penunjang
urusan pemerintahan daerah

daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah yang dilaksanakan

No Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
I |Tercapainya tertib pelaporan Persentase Tertib Pelaporan Kinerja 100 %
administrasi pemerintahan daerah Administrasi Pemerintahan Daerah
Nilai Kematangan Organisasi 47 Angka
Inspektorat
Nilai SAKIP Inspektorat 81 Angka
Jumlah Inovasi Inspektorat 1 Angka
1.1 Meningkatnya kualitas dokumen Persentase dokumen perencanaan, dan 100 %
perencanaan, dan evaluasi perangkat [evaluasi perangkat daerah yang disusun
daerah
12 Meningkatnya layanan administrasi ~ [Jumlah jenis dokumen administrasi 2 Dokumen
keuangan perangkat daerah keuangan perangkat daerah yang disusun
1.3 Meningkatnya layanan administrasi | Persentase layanan administrasi BMD 100 %
barang milik daerah pada perangkat
daerah
1.4 Meningkatnya layanan administrasi | Persentase layanan administrasi 100 %
kepegawaian perangkat daerah kepegawaian perangkat daerah yang
sesuai dengan standar layanan
L5 Meningkatnya kualitas layanan Persentase layanan administrasi umum 100 %
administrasi umum perangkat daerah |perangkat daerah yang sesuai standar
layanan
1.6 Tersedianya jasa penunjang urusan Persentase penyediaan jasa penunjang 100 %
pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah sesuai
kebutuhan perangkat daerah dengan kebutuhan perangkat daerah
1.7 Tersedianya jasa pemeliharaan Persentase pemeliharaan barang milik 100 %




No

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Keterangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah

462.500{ APBD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

122.080.000 | APBD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.692.929.956 | APBD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

128.752.810| APBD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

118.382.350|{ APBD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

168.672.000| APBD

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.927.000| APBD

TOTAL

7.233.206.616

Wonogiri, 05 Januari 2026

Sekretaris

MULYANTO, S.E.




PERJANITAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ATTUTIANINGRUM, §.Sos., M.M
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

thk Kedua, Pihak Pertama,
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PERJANIJTAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Program Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase tindak lanjut 86 %
PENGAWASAN rekomendasi hasil
pengawasan
No Program Anggaran (Rp) Keterangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

34.051.920|{APBD

TOTAL

34.051.920




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Sasaran Kegiatan_dan Sasaran Sub Indikstor Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1 |Terlaksananya pengawasan internal Persentase kegiatan pengawasan 100 %
sesuai rencana pengawasan tahunan internal yang telah dimulai
dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
1.1 Terlaksananya Pengawasan Kinerja  |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 2 Laporan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
1.2 Terlaksananya Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 3 Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah
1.3 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja |Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 9 Laporan
Kinerja
1.4 Terlaksananya Reviu Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 1 Laporan
Keuangan Keuangan
1.5 Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 1
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk Kesepakatan
1.6 Terlaksananya Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan | 5 Dokumen
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Hasil Pemeriksaan APIP
2 |Terlaksananya pengawasan dengan Persentase kegiatan pengawasan dengan 100 %
tujuan lertentu sesuai rencana tujuan tertentu yang telah dimulai
pengawasan tahunan dan mandatori dibandingkan rencana kerja tahunan
lainnya
241 Tertanganinya Penyelesaian Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian | 2 Laporan
Kerugian Negara/Daerah Negara/Daerah yang Ditangani
2.2 Terlaksananya Pengawasan Dengan  |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 20 Laporan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu




No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan An(gsz:)'an Keterangan
| |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 900.000 | APBD
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 13.605.000{ APBD
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Kerjasama Pengawasan Internal 101.000 | APBD
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjur Hasil 8.913.750| APBD
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjur Hasil
Pemeriksaan APIP
Pengawasan Kewangan Pemerintah Daerah 6.400.000 | APBD
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.250.000| APBD
Reviu Laporan Keuangan 5.900.000| APBD
Reviu Laporan Kinerja 1.050.000 | APBD
TOTAL 38.119.750
Wonogiri, 05 Januari 2026
Tt Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset

Daerah
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Jabatan : PIt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Program Indikator Kinerja Target
1 2 3 B
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN 1. |Persentase tindak lanjut rekomendasi 86 %
PENGAWASAN hasil pengawasan
2 |PROGRAM PERUMUSAN 2. |Persentase perangkat daerah yang 100 %
KEBITAKAN, PENDAMPINGAN mendapatkan pendampingan dan
DAN ASISTENSI asistensi dalam pengendalian intern
perangkat daerah dan penguatan
integritas
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 51.621.920|APBD
2 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJTAKAN, 20.910.000{ APBD
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

TOTAL 72.531.920




SKPD
TAHUN ANGGARAN

PERJANITAN KINERJA TAHUN 2026

: INSPEKTORAT

: 2026

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub

No : Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
I |Terlaksananya pengawasan internal Persentase kegiatan pengawasan 100 %
sesuai rencana pengawasan tahunan internal yang telah dimulai
dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
1.1 Terlaksananya Pengawasan Kinerja  [Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 2 Laporan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
I2 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja [Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 22 Laporan
Kinerja
1.3 Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 6 Laporan
Desa
1.4 Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 1
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk Kesepakatan
1.5 Terlaksananya Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 9 Dokumen
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2 |Terlaksananya pengawasan dengan Persentase kegiatan pengawasan 100 %
tujuan tertentu sesuai rencana dengan tujuan tertentu yang telah
pengawasan tahunan dan mandatori dimulai dibandingkan rencana kerja
lainnya tahunan
2.1 Terlaksananya Pengawasan Dengan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 33 Laporan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu
3 [Tersedianya dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan I Dokumen
pengawasan berbasis risiko Pengawasan Berbasis Risiko
3.1 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1
Bidang Fasilitasi Pengawasan Teknis di Bidang Fasilitasi Rekomendasi
Pengawasan yang Disusun
4 |Terlaksananya pendampingan dan Persentase kegiatan pendampingan dan 100 %
asistensi sesuai rencana pengawasan asistensi yang telah dimulai
tahunan dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
4.1 Terlaksananya Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang 50
Asistensi Urusan Pemerintahan Dilakukan Pendampingan dan Perangkat
Daerah Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
4.2 Terlaksananya Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang 50
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Perangkat
Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Daerah

Birokrasi




Sasaran Keglatan. dan Sasaran Sub fudfkator Kinerfs Target
Kegiatan
Terlaksananya Pendampingan, Jumlah Perangkat Daerah yang 50
Asistensi dan Verifikasi Penegakan Dilakukan Pendampingan, Asistensi Perangkat
Integritas dan Verifikasi Penegakan Integritas Daerah
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan An(gg:;l;an Keterangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 33.880.000| APBD
Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kerjasama Pengawasan Internal 101.000| APBD
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 400.000 | APBD
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

Pengawasan Desa 13.550.920| APBD
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.250.000| APBD
Reviu Laporan Kinerja 2.440.000| APBD

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Pendampingan dan Asistensi

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan 8.525.000{ APBD
Daerah

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 1.400.000| APBD
Integritas

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 985.000| APBD

Reformasi Birokrasi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 10.000.000| APBD
Pengawasan

TOTAL 72.531.920

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pit. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan
AdministraspPemerintahan

g

DEWI ATTUTTANINGRUM, S.Sos., M.M.




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIYONO, S.Sos, MM
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

e

\ g.\ +d MARD ANTO, S.E SRIYONO, S.Sos, M.M
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PERJANITAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 12026
No Program Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase tindak lanjut 86 %
PENGAWASAN rekomendasi hasil
pengawasan
No Program Anggaran (Rp) Keterangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

38.119.750 | APBD

TOTAL

38.119.750




SKPD
TAHUN ANGGARAN

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

: INSPEKTORAT

: 2026

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub

No 2 Indikator Kinerja Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
I | Terlaksananya pengawasan internal Persentase kegiatan pengawasan 100 %
sesuai rencana pengawasan tahunan internal yang telah dimulai
dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
1.1 Terlaksananya Pengawasan Kinerja  [Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 2 Laporan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
1.2 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 9 Laporan
Kinerja
1.3 Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 6 Laporan
1.4 Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 1
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk Kesepakatan
1.5 Terlaksananya Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan | 9 Dokumen
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Hasil Pemeriksaan APIP
2 |Terlaksananya pengawasan dengan Persentase kegiatan pengawasan dengan 100 %
tujuan tertentu sesuai rencana tujuan tertentu yang telah dimulai
pengawasan tahunan dan mandatori dibandingkan rencana kerja tahunan
lainnya
2:1 Terlaksananya Pengawasan Dengan [ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 20 Laporan

Tujuan Tertentu

Dengan Tujuan Tertentu




Anggaran

(Rp) Keterangan

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 17.805.000| APBD

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kerjasama Pengawasan Internal 101.000{APBD
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 400.000 | APBD
Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

Pengawasan Desa 13.395.920| APBD
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.250.000| APBD
Reviu Laporan Kinerja 1.100.000| APBD

TOTAL 34.051.920

Wonogiri, 05 Januari 2026

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

W

_ MARDJANTO, S E SRIYONO, S.Sos, MM
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARDIITO, S.Sos.M.H
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E

Jabatan : Inspektur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

SARDIITO, S.Sos.M.H




KeSeA

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 12026
No Program Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
I |PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase tindak lanjut 86 %
PENGAWASAN rekomendasi hasil
pengawasan
No Program Anggaran (Rp) Keterangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

33.412.832|APBD

TOTAL

33.412.832




PERJANITAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 12026
No Sasaran Kegiatan.dan Sasaran Sub Indikiator Kineria Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1 | Terlaksananya pengawasan internal Persentase kegiatan pengawasan 100 %
sesuai rencana pengawasan tahunan internal yang telah dimulai
dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
1.1 Terlaksananya Pengawasan Kinerja  |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 2 Laporan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
1.2 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja [Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 9 Laporan
Kinerja
1.3 Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 6 Laporan
1.4 Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 1
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk Kesepakatan
1.5 Terlaksananya Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan | 9 Dokumen
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Hasil Pemeriksaan APIP
2 | Terlaksananya pengawasan dengan Persentase kegiatan pengawasan dengan 100 %
tujuan tertentu sesuai rencana tujuan tertentu yang telah dimulai
pengawasan tahunan dan mandatori dibandingkan rencana kerja tahunan
lainnya
2.1 Terlaksananya Pengawasan Dengan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 14 Laporan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu




No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan An(gﬁz:)'an Keterangan
| [PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 16.510.912| APBD

Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Kerjasama Pengawasan Internal 101.000| APBD
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 400.000| APBD
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Pengawasan Desa 13.950.920| APBD
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.250.000| APBD
Reviu Laporan Kinerja 1.200.000| APBD

TOTAL 33.412.832

Wonogiri, 05 Januari 2026

VA i, Jmsgektur [nspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

|
/

MARDIANTO, S.E SARDIITO, S.Sos.M.H




PERJANITIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARDIANTO, S.E
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Pertama,

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Program Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN 1. |Persentase tindak lanjut rekomendasi 86 %
PENGAWASAN hasil pengawasan
2 |PROGRAM PERUMUSAN 2. |Persentase perangkat daerah yang 100 %
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN mendapatkan pendampingan dan
DAN ASISTENSI asistensi dalam pengendalian intern
perangkat daerah dan penguatan
integritas
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 61.691.780| APBD
2 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 19.459.488 | APBD
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

TOTAL 81.151.268




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Sasaran Kegiatan. dan Sasaran Sub Fndikator Kinietjs Target
Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1 |Terlaksananya pengawasan internal Persentase kegiatan pengawasan 100 %
sesuai rencana pengawasan tahunan internal yang telah dimulai
dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
1.1 Terlaksananya Pengawasan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | Laporan
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
1.2 Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan | Laporan
Kinerja
1.3 Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan
Desa
1.4 Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Kesepakatan Pengawasan 1
Pengawasan Internal Internal yang Terbentuk Kesepakatan
159 Terlaksananya Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 5 Dokumen
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2 | Terlaksananya pengawasan dengan Persentase kegiatan pengawasan 100 %
tujuan tertentu sesuai rencana dengan tujuan tertentu yang telah
pengawasan tahunan dan mandatori dimulai dibandingkan rencana kerja
lainnya tahunan
2.1 Terlaksananya Pengawasan Dengan  |Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 13 Laporan
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu
3 |Tersedianya dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan I Dokumen
pengawasan berbasis risiko Pengawasan Berbasis Risiko
3.1 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1
Bidang Pengawasan Teknis di Bidang Pengawasan yang Rekomendasi
Disusun
4 |Terlaksananya pendampingan dan Persentase kegiatan pendampingan dan 100 %
asistensi sesual rencana pengawasan asistensi yang telah dimulai
tahunan dibandingkan rencana pengawasan
tahunan
4.1 Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Kegiatan Koordinasi, 5 Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi serta Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi




Anggaran

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp) Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 44.005.000 | APBD

Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Kerjasama Pengawasan Internal 101.000 [ APBD
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 7.910.000 | APBD
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Pengawasan Desa 9.065.950 | APBD
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 509.830| APBD
Reviu Laporan Kinerja 100.000{ APBD

7 |PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Pendampingan dan Asistensi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 18.459.318 { APBD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.000.170| APBD

TOTAL 81.151.268
Wonogiri, 05 Januari 2026
5 Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan

Investigasi

H

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M




PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURNI HASTUTL S.E., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.

Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pe; a,

UIYYANTO, S.E. MURNI HASTUTIL, S.E., M.M




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 1 2026
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2 3 4)
1 | Terlaksananya Pengamanan Barang | Jumlah Dokumen Pengamanan 5 Dokumen
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
2 | Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 24
Pengolahan Administrasi Pengolahan Administrasi Dokumen
Kepegawaian Kepegawaian
3 | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Monitoring, 4 Dokumen
dan Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
4 | Terlaksananya Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 50
Pelatihan Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti Orang/tahun
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
5 | Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan
6 | Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
7 |Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket
Tangga Tangga yang Disediakan
8 | Tersedianya Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
9 | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan |Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan | 2 Laporan
Tamu Tamu
10 | Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 Laporan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
11 | Terlaksananya Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan 2 Dokumen
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD
12 | Terlaksananya Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
13 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan
Surat Menyurat Surat Menyurat
14 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
15 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
16 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 2 Unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
17 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 11 Unit
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
18 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel |Jumiah Mebel yang Dipelihara 3 Unit




No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

19 | Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya| 10 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

20 | Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




Anggaran

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp) Keterangan
1 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 462.500/ APBD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.040.000 APBD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.040.000 APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan| 120.000.000/ APBD
Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 846.000 APBD
Elektronik pada SKPD
Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.176.000 APBD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 955.000 APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.900| APBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2.867.200 APBD
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.900.060, APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.975.200| APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuiltasi SKPD 40.033.450, APBD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Mebel 990.000 APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000| APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 7.032.000| APBD
Lainnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 20.680.350| APBD
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 82.180.000| APBD
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 47.300.000| APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.372.000| APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 APBD

TOTAL 538.349.660

Wonogiri, 05 Januari 2026

Sekretaris

LYANTO, S.E.

Kepala Sub Bagian Umum gdan Kepegawaian

MURNI HASYUT], S.E., M.M




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PADMI PUJIHASTUTLS.IP., M.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MULYANTO, S.E.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Wonogiri, 05 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

MULYANTO, S.E. PADMI PUJIHASTUTLS.IP., M.M



PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN : 2026
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1 (2) 3) (4)
1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 |Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3 |Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  |Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 44
Tunjangan ASN orang/bulan
4 |Tersedianya Laporan Keuangan Akhir  |Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD
5 |Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 13 Laporan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD




No

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Anggaran (Rp)

Keterangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 15.194.000 | APBD

Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

494.000| APBD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.677.241.956| APBD

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 940.000| APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 987.000| APBD
TOTAL 6.694.856.956
Wonogiri, 05 Januari 2026
Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

MULYANTO, S.E.

&

PADMI RUJIHASTUTLS.IP., M.M
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